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PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ambon, 21 Juni 1985, umur 36
tahun, agama Islam, pekerjagan XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXxxxxxx, Pendidikan Strata |, tempat kediaman di
XXXXXXX, Rt 002 /rwv 003, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXX XXXXX sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Mei 1986, umur 35
tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX,
Pendidikan Strata |, tempat kediaman di xxxxxxx, Rt
002 /rw 003, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXX sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2022

telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab,
tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 April 2010, Pemohon dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini
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sebagaiman tercatat dalam Bku Kutipan / Akta Nikah Nomor
382/52/1V/2010 tanggal 12 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan
Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar, dengan mengontrak sebuah kamar, kemudian pada tahun
2014 Pemohon dan Termohon pindah Ke Jalan Waihaong Kelurahan
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sampai sekarang dan pada saat itu
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan
damai.

3. Bahwa selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak masing - masing bernama :

a. Asysyifa Kayla Nabila Wiwi, Perempuan, Umur 11 Tahun;

b. Aulia Ciera Sofiemedina Wiwi, Perempuan, Umur 9 Tahun ;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak ( bulan Agustus Tahun 2020) antara Pemohon dan
Termohon telah terjadi perselsihan dan pertengkaran disebabkan
karena :

a. Semenjak Termohon melakukan Tugas Kerja (Sekolah S2),
dikarenakan hubungan jauh dan kesibukan masing- masing
terkadang salah terjadi komunikasi ;

b. Pemohon dan Termohon tidak adalagi kecocokan komunikasi;

c. Termohon kadang merasa tersakiti hatinya dengan kejadian di
masa lalu yang dimana Pemohon pernah melakukan
perselingkuhan yang mengakibatkan Termohon selalu mengingat
kejadian masa itu;

d. Pemohon dan Termohon telah menyepakati untuk dilakukan cerai
talak.

5. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara

Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
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6. Bahwa dengan keadaan Termohon tersebut sehingga Pemohon
merasakan tujuan rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah
dan warahma sulit untuk dibangun kembali. Maka Perceraian merupakan
alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan
Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMER,;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu
raj’l terhadap pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDER;
Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap dan menurut keterangan Pemohon didepan sidang bahwa
Termohon bertempat tinggal di Bogor karena Termohon bertugas belajar S.2 di
Bogor;

Bahwa mejelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap
mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya
Pemohon mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 17 Januari
2022 untuk mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon ingin

memperbaiki alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut

permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa; berdasarkan perimbangan- pertimbangan tersebut
diatas, majelis hakim berpendapat,bahwa permohonan Pemohon untuk

mencabut perkaranya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/.PA.Ab. dicabut

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini

sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Maijelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juanuari 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami
Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,
M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
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dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tidak dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. Drs. H. Mursalin Tobuku
Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd
Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00

ATK Perkara :Rp 75.000,00

- Panggilan :Rp 400.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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